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ABSTRAK

Ismi Anita, Akibat Hukum Perkawinan Inses Terhadap Anak
(Perbandingan Regulasi Antara Indonesia dan Malaysia. Universitas Islam
Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing Lugman
Haqiqi Amirulloh, M.H.

Perkawinan inses adalah perkawinan atau hubungan seksual yang
dilakukan seseorang dengan orang yang memiliki ikatan darah. Perkawinan
ini tentu dilarang oleh agama dan ungang-undang. Indonesia dan Malaysia
adalah negara yang memiliki atu melarang perkawinan inses serta
erkawinan tidak sah termasuk

berasal dari
ang-Undang

Tahun 1974 dan

Keluarga | h-Wilayah  Persekut 1984 vyang
diperoleh m okumentasi.

ian ini menyimpulk onesia dan
Malaysia ad ang melarang perkaw anak yang
dilahirkan te idak sah atau anak di | ulasi antara
Indonesia d jika dibandingkan

. Akibat hukum dari
antaranya perwalian,

perbedaan y

aturan
anaknya walaupun cara detail. Kedua
negara ini sama-sam ahir dari perkawinan
tidak sah atau melanggar hukum maka anak tersebut dianggap anak zina
atau anak di luar nikah atau di Malaysia disebut anak tak sah taraf. Di
Indonesia dan Malaysia, hukum tentang keperdataan anak mengakui hak-
hak anak hanya dengan ibunya. Namun, di Indonesia, terdapat perbedaan
dalam KUH Perdata di mana anak hasil hubungan intim sedarah memiliki
hak atas nafkah dari kedua orang tuanya sesuai kebutuhan. Selain itu,
putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-V11/2010 memungkinkan anak
di luar nikah untuk memperoleh hak-hak seperti asuh, pemeliharaan,

Xiii



penghidupan, dan pendidikan dari ayahnya. Sedangkan, di Malaysia semua
Undang-undang menyatakan anak tak sah taraf atau anak inses memiliki
akibat hukum hanya mempunyai hak keperdataan dengan ibunya saja.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Hak Anak , Perkawinan Inses
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ABSTRAK

Ismi Anita. 2024. Legal Effects of Incest Marriage on Children
(Comparative Study of Regulations Between Indonesia and Malaysia. K.H.
Abdurrahman Wahid State Islamic University Pekalongan. Supervisor
Lugman Haqiqi Amirulloh, M.H.

Incestuous marriage is a marriage or sexual relationship between a person
and a person who is related by bloodgl' his marriage is certainly prohibited
by religion and law. Indonesi laysia are countries that have
regulations prohibiting inces as well as regulations on the

t marriage and a

and comparative a
Number. 1 of 1974
p Territories).. of

d through

documentati

conclude that: Ind
cestuous marriages en born are
children or childre dlock. The
onesia and Malaysi

The results
countries th
considered
regulations

the formation and ure. Indonesia and
Malaysia both hav ition of incestuous
marriages and the legal consequences for their children, although both do
not explain in detail. These two countries both emphasize that children
born from illegitimate marriages or in violation of the law are considered
adulterous children or children outside of marriage or in Malaysia called
illegitimate children. In Indonesia and Malaysia, the law on children's civil
rights recognizes the rights of children only with their mothers. However,
in Indonesia, there is a difference in the Civil Code where children of
inbreeding have the right to maintenance from both parents as needed. In

XV



addition, the Constitutional Court decision No. 46/PUU-VI11/2010 allows
children out of wedlock to obtain rights such as foster care, maintenance,
livelihood, and education from their father. Meanwhile, in Malaysia all
laws state that illegitimate children or incestuous children have legal
consequences only have civil rights with their mothers.

Keywords: Child Rights, Incestuous Marriage, Legal Effects
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan meru
kokoh untuk hidup

tu perjanjian yang suci kuat dan
orang laki-laki dan seorang

g pria dan

membentuk

agai suami istri
angga) yang bahagi
aha Esa".? Pasal
ah sah, "apabila dil rut hukum

manya dan kepercay i ahnya suatu

emenuhi syarat sahny,

an lurus ke bawah

atau ke

b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping
yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua
dan antara seorang dengan saudara neneknya

! Abdul Thalib, Hukum Keluarga dan Perikatan, (Pekanbaru: UIR Press, 2008),
11
2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1



c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan
ibu/bapak tiri

d. Berhubungan susuan yaitu orang tua susuan, anak susuan,
saudara susuan dan bibi/paman susuan

e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau

kemenakan dari istri

f. Dalam hal seora istri lebih dari seorang

ri izin oleh
winan. Hal
slam bahwa
ikahi) salah
darah, hal

gan yang ditegaskan

a dapat dinikahi- (har

na pertalian -nasab
pada Qur'an surat An

N 2

e PP G PR ‘ // ° ‘:‘@J‘ 0ol o cwl
ﬂ r
|
R 5 ,/}/ % . Lol ot = N 28 , 48
PRI BTG EN TR NPTV (RORY|

__.

3 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 8



Vs

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu
yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-
-
saudara ayahmu yang peremBuan, saudara-saudara ibumu yang
erempuan, anak-anak Berem uan dari saudara-saudaramu yan
ka' I T( k-anak p dari d d e
aki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yan
-p pA - yang
perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara
y 4 A -
erempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak
P L A E—_— ( )
erempuan  dari istrimu anak tiri z n dalam
p lih d (I h k ) g k
emeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika
p y 9. . . E pr )
kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu
ik ka tidak berd k ikahinya), (d
ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan
diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan
N . - ..

(diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan
[ - .

yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau.
24

Avyat tersebut menjelaskan larangan seseorang mengawini
_ N A ] )
ibunya dan anak perempuan dan perempuan yang masih
mempunyai hubungan sedarah dengannya. Perempuan yang

dilarang dinikahi dalam agama Islam dibagi menjadi dua jenis yaitu

4 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya. Juz 1-Juz 30, Jakarta:
Yayasan Penyelenggara Peterjemahal-Qur’an, 1983)



pertama perempuan yang haram dinikahi untuk sementara waktu
contoh wanita yang masih menjadi istri orang lain, wanita yang
masih massa iddah, akibat talag bain qubro maksudnya ia haram
dinikahi kembali oleh mantan suami apabila wanita tersebut belum
menikah dengan orang lain®, kedua wanita yang haram dinikahi
untuk selamanya sebagaimana penjelasan ayat di atas. Larangan

perkawinan tersebut blasanxa dikenal dengan perkawinan inses

atau perkawinan sedarah. ‘
A

Pergeseran nilai-nilai sosio kultural yang terjadi di
- 4 AR -

masyarakat menjadikan lemahnya peranan nilai-nilai yang dapat
hi perilak kat tidak terl d
mem engaru i perilaku masyaraka zang idak terlepas dengan
hub p k p I ! b dik IOk d ;
ubungan perkawinan. Hal tersebut yang sering dikaitkan dengan
&p — Y L g_ J

timbulnya gejala penyimpangan di dalam masyarakat termasuk
N . _—

[
kehidupan seksual masyarakat.® Akibatnya, dalam praktik di
kat ih b k perkawi tidak i d
masyarakat masih banyak perkawinan yang tidak sesuai dengan
Y_ yak p y g g
syarat sahnya perkawinan dan juga melanggar Undang-Undang
. L
tidak terkecuali perkawinan sedarah atau inses. Perkawinan
B .

tersebut tentu akan berakibat pada tidak sahnya perkawinan yang

dilangsungkan.

Tidak sahnya suatu perkawinan akan memunculkan banyak
- e A A

akibat hukum baik terhadap perkawinan itu sendiri atau akan
- W S Y

berakibat pada anak yang dilahirkan baik terhadap kedudukan
L N N

maupun hak-haknya. Dalam pasal 42 UU Perkawinan disebutkan

5 Abdul Waduk dan Samsul Arifin, Figih Keluarga: antara Konsep dan Realitas,
(Yogyakarta: Deepublish, 2015), 18

® Siti Januhariyah Hasyim dan Desy Sofiana, "Perbandingan Perumusan Tindak
Pidana Incest menurut KUHP (UU No. 1 tahun 2023) Indonesia dengan Malaysia Penal
Code", Jurnal Hukum dan Sosial Politik, vol. 1 no. 3, (Madura: Universitas Trunojoyo,
2023), 242



bahwa yang dikatakan anak sah adalah “Anak yang dilahirkan
dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Dalam pasal 99
Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa anak yang sah
adalah
a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang
sah A
b. Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan
dllahlrkan oleh istri tersebut.
Anak sah mendapatkan hak nasab dari kedua orang tuanya

selain itu, anak sah juga mendapatkan hak hak dari hubungan
ANy S G

perdata seperti hak menyusu, hak diasuh, hak emeliharaan
-'
(hadhanah) hak E erwalian, hak dlberlk an biaya dan nafkah hidup,

-— -
hak dlrawat hak pendidikan, dan juga hak mendapatkan
- e s -
kesejahteraan lahir batin. Dalam hukum Islam disebutkan bahwa
S . s -
anak sah memiliki hak kedua orang tuanya yaitu hak menyusu, hak
. & ]
pemeliharaan, hak walayah, hak nasab, hak nafkah dan hak waris.’
[ s .
Lain halnya dengan anak yang lahir dari perkawinan tidak sah
N e .

karena tidak memenuhi syarat sah perkawinan atau melanggar

e

larangan perkawinan, tentu mereka mempunyai status dan

kedudukan yang berbeda dan hak-haknya pun berbeda dengan anak
Ceemie.” . e
yang dilahirkan dari perkawinan yang sah.

- W

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan

melaporkan bahwa di Indonesia tahun 2019, jumlah kasus inses

tercatat sebanyak 822 kasus. Pada tahun 2020, angka tersebut

menurun menjadi 215 kasus. Data dari Komnas Perempuan 2021-

" Muh Jufri Ahmad, “Hak Keperdataan Anak Hasil Perkawinan Incest”, Jurnal
Penelitian Hukum vol. 2 no. 1, (Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945, 2022), 59



2022 menunjukkan dari 2.363 kasus kekerasan terhadap
perempuan, inses termasuk dalam salah satu jenis kekerasan
seksual dalam ranah personal dengan prosentase terbanyak. Inses
menduduki urutan ketiga dengan temuan kasus sebanyak 433 atau
18 persen. Per tahun 2023 telah terjadi 9.645 kasus kekerasan di
antaranya merupakan kasus inses.®

Sementara di Malaysia, rata-rata, setiap bulan terjadi

hingga Juni
luarga, dan

inses. Studi

ilakukan di Kelantan ahwa inses
pidana seksual kedua

s Centre (OSCC), H , d mencakup
27,3% dari to

9 tindak pidana seks ang dilaiorkan iada

‘Dalamkonteks perbandingan, negara memiliki peraturan
W T A A
yang berbeda-beda antara negara satu dengan negara lain, salah
-— . N

dilaporkan

——
satunya negara Indonesia dengan negara Malaysia. Di Malaysia
T W e

inses dikenal dengan sumbang mahram. Sumbang mahram
merupakan perbuatan zina yang dilakukan oleh orang yang

8 Catahu komnas perempuan 2020-2022

® Farah Natasya Muhamad Ridzuan, “Exploring The Root Causes Of Incest”,
https://www.emirresearch.com/exploring-the-root-causes-of-incest/ (Diakses tanggal 6
Juni 2024)



https://www.emirresearch.com/exploring-the-root-causes-of-incest/

memiliki hubungan darah atau keturunan dengan korban.
Ketidaktaatan berarti tidak mematuhi atau melanggar adat istiadat,
tidak sopan, berperilaku tidak senonoh atau sengaja melakukan hal-
hal yang bertentangan dengan nilai-nilai moral .10
Di Indonesia larangan perkawinan terdapat dalam UU
Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sementara di Malaysia
_ A
larangan perkawinan disebutkan dalam seksyen 9 nomor 1 UU
AR . _
Keluarga Islam Wilayah Persekutuan zang menyatakan "Tiada
seseorang lelaki atau perempuan, mengikut mana yang berkenaan,
g p E g yang
boleh, oleh sebab nasab, berkahwin dengan

b bap
Ibunya atau bapanya
y y

Neneknya hingga ke atas sama ada dari sebelah bapa
atau dari sebelah ibu
—
Anak perempuannya atau anak lelakinya dan cucu
[— L
peremﬁuannya atau cucu Ielaklnza hmgga ke bawah
Saudara perempuan atau saudara lelaki seibu sebapa,
[ — - .
saudara perempuan atau saudara lelaki sebapa, dan

saudara perempuan atau saudara lelaki seibu
e

Anak perempuan atau anak lelaki kepada saudara lelaki
atau saudara perempuan hingga ke bawah
‘ - T A
"MEmak saudara atau bapa saudara sebelah bapanya

-— ..
hingga ke atasI

g. Emak saudara atau bapa saudara sebelah ibunya hingga

ke atas

10 Siti Januhariyah Hasyim dan Desy Sofiana, "Perbandingan Perumusan Tindak
Pidana Incest menurut KUHP (UU No. 1 tahun 2023) Indonesia dengan Malaysia Penal
Code", Jurnal Hukum dan Sosial Politik, vol. 1 no. 3, (Madura: Universitas Trunojoyo,
2023), 243



Dalam Seksyen 11 Undang-Undang Keluarga Islam
Wilayah Persekutuan menyatakan bahwa "sesuatu perkawinan
adalah tak sah melainkan jika cukup semua syarat yang perlu,
menurut Hukum Syara' untuk menjadikannya sah.* Artinya sah
dan tidak sahnya sebuah perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya
atau tidaknya rukun dan szarat perkawinan dalam hukum islam.
Sumbang mahram atau inses dikategorikan sebagai jenis hubungan
antara mereka yang mempunyai hubungan tali pernasaban dan

perkawinan diantara mereka tidak sah di mata, undang-undang,

adat dan agama.

I mayoritas
inses tetap
s di kedua .negara insiden ini
a meskipun norma-n engajarkan

mlah kasus

dan‘keharmonisan,

langgaran serius terh n keluarga.
Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, peneliti
(I I T .

tertarik untuk meneliti mengenai akibat hukum dari perkawinan

g 4
‘sedarah atau inses antara negara Indonesia dan negara Malaysia

‘yang mana bertujuan untuk mengetahm persamaan dan perbedaan

serta kelebihan dan kekur angan darl n aturan masing-masin

-— W -p g J

negara, dengan judul penelltlan IBAT HUKUM

PERKAWINAN INSES TERHADAP ANAK (Perbandingan
Regulasi Antara Indonesia dan Malaysia)”.

11 Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1984
(akta 303) Seksyen 3



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat
dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat huk anak hasil perkawinan inses di

Indonesia dan Mal

m anak hasil perkawinan

gin dicapai

ini adalah
1. winan inses
2. anak hasil

an dapat

gembangkan ilmu
pengetahuan tentang perbandingan aturan perkawinan
sedarah dan inses di negara Indonesia dan negara

Malaysia.
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b. Bagi para peneliti, hasil Penelitian ini di harapkan dapat
menyediakan data atau informasi yang dapat digunakan

sebagai salah satu referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

atau zawaj yang b hasa Arab.

lihat secara makna e i asa) berarti
I dan menindih”, at

‘akad dan setubuh”. S ogi (istilah)

merupakan dua hal
yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya,
karena dalam setiap aktivitas ibadah di dalamnya pasti ada

12 Ahmad Sudirman Abbas, Pengantar Pernikahan, (Jakarta: Prima Heza
Lestari, 2006), 5
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rukun dan syarat. Syarat itu merupakan hal yang harus
dipenuhi sebelum suatu perbuatan itu dilaksanakan,
sedangkan rukun merupakan suatu hal yang harus ada atau
dipenuhi pada saat perbuatan itu dilaksanakan, karena
perkawinan merupakan suatu ibadah maka di dalamnya

terdapat rukun dan t. Tujuan perkawinan adalah untuk

membentuk k bahagia kekal dan sejahtera
prinsip  untuk

harus ada alasan

ting dalam

rkawinan. Larangan i da di setiap

dan dapat didasa

oral, ‘atau _agama. L inan inses

ada larangan untuk

rti orangtua, saudar

s keturunan tertentu.

Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia
dewasa atau belum menjadi dewasa secara hukum, sering
kali didefinisikan sebagai individu di bawah usia 18 tahun.
Anak juga dikatakan sebagai tunas, kemungkinan, dan
generasi muda dengan kualitas dan karakteristik khusus
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yang memenuhi cita-cita perjuangan bangsa, berperan
strategis, dan menjamin kelangsungan hidup bangsa dan
negara. Oleh karena itu, agar semua anak mengemban
tanggung jawab tersebut, mereka diberi kesempatan yang
seluas-luasnya untuk perkembangan dan perkembangan

yang optimal, baik figlk, mental, dan sosial, serta memiliki

berikan jaminan pemenuhan
iminasi.t
ak dianggap sangat

hak-hak anak

as Pendidikan
atas perlindungan da
untuk diakui dan me

atas kasih sayang da

atas warisan

ndingan hukum

m adalah sebagian

yang mempelajari secara sistematis hukum dari dua atau
lebih sistem hukum dengan menggunakan metode

13 M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013),

14 Subekti, Perbandingan Hukum Perdata, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2002), 3
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perbandingan.'® Jadi, ketika ada lebih dari satu sistem
hukum, dapat dibandingkan satu sama lain guna
menemukan sebuah kesimpulan hukum melalui beberapa
sudut pandang agar mencapai titik kebenaran hukum yang
melihat dari beberapa sudut pandang hukum.

Definisi lain erbandingan hukum dikemukakan

oleh Lemaire, hukum sebagai cabang ilmu
perbandingannya

idah-kaidah hukum,

e studi. Hal

rupakan._proses mem -hukum di
dengan /membandin an hukum-
l.

perbandingan huku ukum suatu
sistem negara yang ih dari satu

perkara perdata atau
dapat juga membandingkan sistem hukum asing dengan

sistem hukum negara sendiri.

15 Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana, (Jakarta: Raja Grafindo,
1990), 3

16 Romli Atmasasmita, Perbandingan Hukum Pidana, (Bandung: Mandar
Maju, 2000), 12
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Tujuan dari perbandingan hukum, ialah:

a)  Membandingkan dua aturan hukum yang berbeda.

b)  Menemukan perbedaan antara hukum atau peraturan
yang dibandingkan.

c)  Menemukan persamaan antara hukum atau peraturan

yang dibandi

uran hukum supaya dapat

a. ses): Satu
Antara Undang-und Islam Dan
g Jenayah_Di ‘Malay skan bahwa

undang yaitu Undang ah dan juga

g Jenayah Syariah itikberatkan

a setiap manusia tid Islam atau

g lain. Di antara kedu ang ini yang
erkaitan sumbang m [
keduanya
terakhir I antara satu sama
lain. Na n oleh jenayah sivil

amat keras dan juga bersifat menghukum pesalah.

17 Nadiah Moch Zin dan Rositah Kambol, “Sumbang Mahram (Inses): Satu
Perbandingan Antara Undang-Undang Jenayah Islam dan Undang-Undang Jenayah di
Malaysia”, Journal Of Law & Governance, vol. 4 no. 1, (Malaysia: Universiti Melaka,
2022)
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b. Jurnal yang ditulis oleh Putri Maharani pada tahun 2018,
dengan judul “Status Kedudukan Anak dari Pembatalan
Perkawinan Sedarah (Incest) Ditinjau dari UU No. 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan"® menyimpulkan bahwa anak yang
dilahirkan dari perkawinan sedarah karena ketidaktahuan

bahwa pernikahan itu nggar larangan perkawinan tetap

merupakan anak anak tersebut lahir dari
pernikahan itu dengan

ernikahan tersebut

tulis oleh Siti Januh dan Desy
berjudul "Perbandi an Tindak
enurut Kuhp (UU N

ia Penal Code"!® me

kan perbuatan men

an agama. Selai

18 Putri Maharani, "Status Kedudukan Anak dari Pembatalan Perkawinan
Sedarah (Incest) Ditinjau dari UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", Jurnal Kertha
Patrika 40, no. 2 (Surabaya: Universitas Airlangga, 2018)

19 Siti Januhariyah Hasyim dan Desy Sofiana, "Perbandingan Perumusan
Tindak Pidana Incest menurut KUHP (UU No. 1 tahun 2023) Indonesia dengan
Malaysia Penal Code", Jurnal Hukum dan Sosial Politik, vol. 1 no. 3, (Madura:
Universitas Trunojoyo, 2023)
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d. Jurnal yang berjudul "Perlindungan Anak Korban Tindak
Pidana Inses dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Hukum Jinayat" yang ditulis Sarip Hidayat, dkk.*® Jurnal ini
menjelaskan pengaturan tindak pidana inses di Aceh bahwa
pasal 35 secara yuridis di kategorikan ke dalam jarimah zina
yang berhubungan m dan termasuk kepada jarimah

a Uqubat Hudud dan Uqubat

Hukum Pidana inses

hudud dimana hu

n dijelaskan dalam

ris lurus atau kes erajat ketiga

ada kesamaan- dala

yang membedakan seseorang

n perbuatan inses han (dua belas)

sedangkan dalam

, hukum melakukan

aborsi bagi korban inses itu ada dua macam, pertama ketika

20 Sarip Hidayat dkk, "Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana Inses dalam
Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat", Mahkamah: Jurnal Kajian
Hukum Islam 8, no. 1, (Kuningan: Universitas Kuningan, 2023)
2 Mohammad Arkam bin Mohd Shariff, " Hukum Aborsi bagi Wanita Korban
Inses menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Jenayah Malaysia”, Skripsi, (Jakarta:
UIN Syarif Hidayatullah, 2009)
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wanita korban inses melakukan aborsi setelah tuh ditiupkan ke
dalam janinnya (Kira-kira usia janin sudah 120 hari dari
pembuahan) maka seluruh ulama bersepakat hukum melakukan
aborsi adalah haram. Kedua, ketika wanita korban inses
melakukan aborsi sebelum usia janin 120 hari, para ulama

berbeda pendapat ad g membolehkan dan ada yang

melarang.

anak;- serta® mem

kedua negara ters

k memberikan kontri atur hukum

perbandingan huku

ntara Indonesia dan

Malaysia dalam mengatur perkawinan inses dan implikasinya
terhadap anak. Berikut adalah tabel yang membedakan
penelitian ynag dilakukan peneiti dengan penelitian yang sudah
dilakukan dengan peneliti lainnya.
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Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

Putri
Mabharani

Pembatalan

Perkawinan
Sedarah (Incest)
Ditinjau dari UU

incest

No Nama Judul Persamaan Perbedaan
1 | Nadiah Sumbang Mahram | 1. Sama-sama Penelitian
Moch  Zin | (Inses): Satu mengkaji Nadiah dan
dan Rositah | Perbandingan mengenai Rositah berfokus
Kambol Antara perkawinan pada hukum
edarah (Incest) | untuk pelaku
inses di
Malaysia,
sedangkan
penelitian ini
berfokus  pada

perbandingan

akibat

hukum

dari perkawinan

inses

sumbang

atau

di

dan

berfokus
status
kedudukan

Penelitian Putri

pada

anak

dari pembatalan

pernikahan
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No. 1 Tahun 1974
Tentang

Perkawinan

karena incest
berdasarkan UU
No. 1 tahun 1974
sedangkan pada
penelitian ini
berfokus  pada
akibat  hukum
terjadinya inses
di Indonesia dan

Malaysia

usan
ak Pidana
Desy st “Menurut
p (UU'No 1
n 2023)

nesia Dengan

ysia Penal

Penelitian  Siti
dan Desy
berfokus
perbandingan
hukuman tindak
pidana inses di
Malaysia  dan

Indonesia

litian ini
erfokus  pada
akibat  hukum
dari perkawinan

inses

Sarip Perlindungan Sama-sama
Hidayat, dkk | Anak Korban | membahas terkait

Tindak Pidana | anak hasil inses

Penelitian Sarip,
dkk berfokus
pada
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Inses dalam
Qanun Aceh
Nomor 6 Tahun

2014 tentang

Hukum Jinayat

perlindungan

anak korban dari

inses dalam
Qanun Aceh
sedangkan

penelitian ini
menekankan
pada
perbandingan
akibat  hukum
pada anak dari

inses

um  pAborsi
Wanita
an Inses
urut  Hukum
dan
ang-Undang
ah Malaysia

Penelitian

Arkam berfokus
pada hukum
aborsi bagi

wanita  korban

inses sedangkan

gkaji
erbandingan
akibat

hukum
yang terjadi bagi
anak dari inses
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G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini  merupakan penelitian kualitatif. Pada
penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis

normatif. Penelitian yurjgis normatif adalah penelitian hukum

perundang-undanga ach), suatu
dengan__cara. me menelaah

erundang-undangan d g berkaitan

elitian yang akan dila

perbandingan (com ach), yaitu

penelitian dengan s gan hukum

ungkinkan hukum su

an subyek dari mana

data dieproleh. Sumber data dalam penelitian ini berupa bahan

22 Jonaedi Efendi dan Jhonny lbrahim, Metode Penelitian HukumHukum:
Normatif dan Empiris, (Depok: Prenada Media, 2018), 123

23 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2011), 132-
136
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kepustakaan yang berwujud buku, Kitab, peraturan perundang-
undangan, ensiklopedia, jurnal dan sumber-sumber lain yang
berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Sumber data
tersebut dibagi dalam dua kelompok, yaitu:

a. Sumber data primer

Sumber bahan r merupakan data yang didapat

sumber yang terkait dari

Islam

data sekunder
bahan sekunder ad ukum yang
embantu dan menju kum primer

atau jurnal dan karya ilmiah lain yang berkaitan dengan
penelitian ini.

24 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2011), 141
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Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan
adalah:

1)  Kompilasi Hukum Islam

2)  KUH Perdata

3)  Fatwa Majelis Ulama Indonesia

4)  Putusan
5)
6)

amah Konstitusi

ilayah Bagian
itab Undang-Undang

alaysia Penal Code

pulan Data Hukum

gumpulan data pad

teknik dokument

bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian secara

sistematis untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil
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penelitian.?®> Mengumpulkan data atau bahan hukum secara
inventarisasi, Klasifikasi, dan sistematisasi data atau bahan
hukum sesuai permasalahan penelitian ini. Inventarisasi bahan
hukum, dengan cara mengumpulkan atau mencatatkan hukum
posotif atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan

dengan penelitian. Katg@@kisasi atau klasifikasi bahan hukum

dengan mengum ngelompokkan bahan-bahan

primer dan.sekun ibat hukum

an dianalisa

winan inges yang dip
is kualitatif

unakan: pendekatan
-data yang
g diperoleh
ketentuan-ketentuan

gan permasalahan

konstruksi hukum

dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode

25 Mukti Fajar, Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif &
Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 180-182.

26 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Cet. I11. (Bandung:
Citra Aditya Bakti, 2004), 10
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kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan terhadap

permasalahan dan tujuan penelitian.

H. Sistematika Penelitian

Penulisan penel jjd hini disusun secara keseluruhan

emuat latar
usan masalah , kegunaan

ian yang  relevan, litian yang

penelitian_ini ‘dan sis lisan untuk

haman terhadap isi pe garis besar.

awinan, Hak-Hak t Islam dan

an Perbandingan

ai teori perkawinan, hukum dan

aturan

perundang-u n Malaysia terkait

inses atau su
Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islan, KUH Perdata, Akta 303
Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilyah Persekutuan)

g-Undang Nomor 1

dan Undang-undang negara bagian yang berkaitan dengan inses

atau sumbang mahram.
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Bab IV Perbandingan Akibat Hukum Perkawinan Inses
antara Indonesia dan Malaysia, Pada bab ini, penulis
membandingkan, menganalisis, dan menimbang kelebihan dan
kekurangan dalam aturan akibat hukum inses.

Bab V Penutup, bab ini terdiri atas kesimpulan yang

ditarik dari hasil penelifian sesuai dengan permasalahan

penelitian serta sara n untuk penulis selanjutnya



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan
Dari pembahasan yang telah dipaparkan, penulis

merangkum beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Larangan perkawj s atau sumbang mahram bukan

namun merupakan upaya

-diam dan menyem

ak ada kecurigaan o

inses ada dalam su yat 23 dan
tersebut harus di . bat hukum
sedarah/ini berakib

ayahnya. Pada
ak ada pembedaan
antara anak hasil perkawinan yang sah ataupun anak hasil
di luar perkawinan. Karena setiap anak tidak bisa memilih
dari rahim siapa dia dilahirkan. Maka secara sudut pandang
dari Hukum Islam bahwasannya kedudukan anak hasil inses
ini tetap berlaku atau bernasab kepada ibunya dan keluarga
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ibunya, dan tidak ada hubungan dengan ayahnya. Setiap
anak yang dilahirkan ke dunia ini, baik itu anak sah, anak
luar nikah, anak hasil perzinahan termasuk anak inses pada
dasarnya mempunyai hak dan kewajiban sebagai subjek
hukum dan kedudukan yang setara di mata hukum. Hak

untuk memperoleh asuhan dan pendidikan merupakan

hak setiap anak nya, guna pelangsungan hidup

dak secaradetail. Dan i sia maupun

enggangap-anakiinse tak sah atau

nikah.-Anak diluar ni tak sah taraf
kibat hukum, di Ind
sama-sama tidak
hnya. Bedanya di |

san MK No. 46/PU

a anak luar kawin
tersebut disamping mempunyai hubungan keperdataan
dengan ibu dan keluarga ibunya juga ada hubungan perdata
dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan
berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat

bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah,
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termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.
Putusan ini memberikan payung hukum kepada anak-anak
yang terlahir di luar perkawinan untuk memperoleh hak-hak
keperdataan dari ayah biologisnya serta keluarga ayahnya.
Dampak dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut secara

hukum akan atkan kepastian hukum dan

pllindungi, diasuh, dan dijaga

mendapat
dua belas
tidak™ ada- minimal

di ‘Malaysia; huku laku inses

ukuman pidana penj an cambuk.

tuk hukuman penja

ukumannya adalah d

mengen an inses sangatlah
penting. Ini berarti perlu ada regulasi yang jelas dan tegas
mengenai konsekuensi hukum dari tindakan perkawinan yang
melibatkan hubungan keluarga terdekat. Dalam konteks ini,
undang-undang harus mempertimbangkan aspek-aspek seperti
perlindungan terhadap anak yang mungkin lahir dari
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perkawinan semacam itu, hak-hak keluarga lain yang terlibat,
dan juga dampak sosial yang lebih luas. Perkawinan inses
sering kali memiliki implikasi yang kompleks dan dapat
menimbulkan masalah hukum serta sosial yang serius. Oleh
karena itu, dengan memiliki undang-undang yang jelas,

pemerintah dapat meli gi kepentingan semua pihak yang

terlibat dan men si kerancuan hukum di masa

PORA, dan KEME

lenggarakan penyu a pemuda

aya perkawinan inse
emerintah dapat m erlindungan

dengan undang-unda

epat sasaran. Penyulu

dan konsekuensi

diciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi

anak-anak Indonesia.
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() jika perempuan it mencuaikan atau mengantiy a Kanak-
kanak iw

84. Lamanya penjagaan.

(1) Hak hadinah bagi menjaga sescorang kanak-kanak adalah
tamat setelah kanak-kanak itu mencapai umue tujuh tahun, Jka
kanak-kanak i lelaki, dan umue sembilan tahun, jika kanak-

¢ kanak itu perempuan, tetapi Mahkamah boleh, atas permohonan
! hadinah, membenarkan dia menjaga kanak-kanak itu schingga
kanak-kanak ity mencapai umur sembilan tahun, jika kanak-

i kanak itu lelaki. dan umur sebelas tahun, jika kanak-kanak i
perempuan.
() Setelah ya hak hadinah : datah turua

kepada bapa, dan jika kanak-kanak it telah mencapai umue
kecerdikan (mumaiyiz), maka kanak-kanak itu adalah berhak
memilih untuk tinggal dengan sama ada ibu atau bapanya,
melainkan jika Mahkamah intahkan selai

ya.

8$5. Penjagaan anak-anak tak sahtacaf.

Penjagaan kanak-kanak tak sal f adalah mata pada
ibu dan saudara mara ibu.

86. Kuasa Mahkamah membuat perintah mengenai
penjagaan.

(1) Walau apa pun peruntukan seksyen 81, Mahkamah boleh
pada bila-bila masa dengan perintah memilih untuk meletakkan
seseorang kanak-kanak dalam jagaan. salah seorang daripada
orang-orang yang tersebut di dalam seksyen itu atau, jika ada
hal keadaan yang luar biasa yang menyebabkan tidak diingini
bagi kanak-kanak itu diamanahkan kepada salah scorang daripada
orang-orang itu, Mahkamah boleh dengan perintah meletakkan
kanak-kanak itu dalam jagaan mana-mana orang lain atau mana-
mana persatuan yang tujuan-tujuannya adalah termasuk kebajikan
kanak-kanak.

(2) Untuk memutuskandalam jagaan siapakah seseorang kanak-
kanak patut diletakkan, pertimbangan yang utama ialah kebajikan
kanak-kanak itu dan, tertakluk kepada pertimbangan itu,
Mahkamah hendaklah memberi perhatian kepada—

(a) kemahuan-kemahuan ibu bapa kanak-kanak itu; dan

53




dan Ruju’ Orang [slam vang dilantik di bawah scksyen 28, dan
ermasuk Pendaftar dan Penolong Pendaltac:

“persetubuhan syubhal” ertinya persetubuhan vang dilakukan
di atas anggapan sah akad aikah akan tetapi sebenarnya akad
itu tidak sah (1asid) atau persetubuhan yang berlaku secaratersilap
dan termasuk mana-mana persetubuhan yang tidak dibukum Had
dalam [slam:

“ruju’ " ertinya perkembalian kepada nikah yang asal;

“sesusuan” ertinya penyusuan bayi dengan perempuan yang
bukan ibu kanduagnya sekurang-kurangnya sebanyak lima kali
yang mengenyangkan dalam masa umurnya dua tahun ke bawah;

“(a’liq” ettinya lafaz perjanjian yang dibuat oleh suami selepas
akad' nikah mengikut Hukum Syara’ dan peruntukan Akia ini;

dilahirkan di luar nikah dan bukan anak dasi persetubuhan syubhah;

“tarikh yang ditetapkan” ertinya tarikh yang ditetapkan di
bawah seksyen 1 (2) untuk mula berkuatkuasanya Akta ini;

O “tak sahtaraf™, berhub dengan seseorang anak, ertinya

“thayyib™ ertinya perempuan yang pernah bersetubuh;

(i a2y “wali Mujbic” ertinya bapa atau datuk sebelah bapa dan ke
atas;

i At “wali Raja” etinya wali yang ditauliahkan oleh Yang di-
Pertuan Agong, dalam hal Wilayah-Wilayah Persekutuan, Melaka,
Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak, atau oleh Raja, dalam hal
sesuatu Negeri lain, untuk mengahwinkan perempuan tidak
mempunyai wali dari nasab;

(Akin A828) “Wilayah Persekutuan” ertinya Wilayah Persekutuan Kuala
Lumpur atau Labuan, mengikut mana yang dikehendaki;

Q e 482t “Wilayah-Wilayah Persekutuan” ertinya Wilayah-Wilayah

Persekutuan Kuala Lumpur dan Labuan.

(2) Semua perkataan dan ungkapan yang digunakan dalam
Akta ini dan yang tidak ditakrifkan dalamnya tetapi ditakrifkan
dalam Akta Tafsiran 1967 hendaklah mempunyai erti yang diberi
kepadanya ing ing oleh Akta itu.

(3) Bagi mengelakkan keraguan tentang identiti atau
pentafsiran perkataan-perkataan dan ungkapan-ungkapan yang

10
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PERKAHWINAN

7. Ocang-orang yang boleh mengakadnikahkan per-
: hendakiah
1) Sesuatu rhkatrwinan di Wilayah Pecsekutuan
rn:n,(kul pl:'u::ukan Akta ini dan headaklah dizkadnikahkan
maku Hukum Syara” oleh——

(a) wali di hadapan Pendaftarc:

(5) wakil wali di dan * ) 1

ataa {

(c) Pendaftar scbagai wakil wali. !

CEr-Jew ,.,,.'. et Elaknea S yare :

ada W d-x ma .

y30g S n”l 5 hanyaoleh wali Ra)a §

8. Umur untuk perkah = = '

Gadee avens  Tiada i bolch i

i lapaa belas tahun !

Akta ini jika Iel.lk- wtu . Biekeei tal H
A, P i Syard 3 y

telah
bertulis dalam hal keadasn tertentu.

9. Pertalian yang melarang perkabhwinan.

1) Tiada sescorang lelaki atau perempuan, mengikut mana
yang( ) erbonann, bolch: oleh sebab nasab, beckahwin dengan—

2

ter) thuaya st bapansy a:

(&) nenckaya hangga ke atas saaea ada dan sebeiah bapa
atau dart sebelah ibu:

() anak perempuanaya atau anak Iclakinya daa cucu
percmipuanaya atau cuca lefakinya hingge ke bawah;

dy IS atau s tclaki seibu sebapa,

d. ataw telaks seb. dan

perempuan atas sauvdara lelakis seibu;

(&) anak perempuan atau anak lelaki kepada saudara lelaki 5
atau o 0 ke

) cmak sasdaca atau bapa saudara sebelah bapanya hingga
ke auas:

{2) emak saudara atau bapa o belah tbunya hi
ke atas.

(2) Tiada seseorang lelaki atau perempuan, mengikut mana
yang berkenaan. boleh. olch sebab pectalian kahwin, berkahwin £
dengan— s
(@) ibu meruanya atau bapa mertuanya hingga ke atas;
(&) emak tirinya wtau bapa tirinya, isitu isteri bapanya atau
suami ibunya;
() nenck ticinya. iaitu isteri atau suami kepada nenck
lelakinya, atau nenck perempuannya. sama ada dari
bapa

(d) menantunya;

(¢) anak perempuan atau anak kelaki tirinya hingga ke bawah ek s 5
daripada isteri atau suami yang perkahwinan it telah {
disatukan.

(3) Tiada nseorang lelaki atan perempuan, me-gnk-n mana
berkenaan, bolch, olch sebab
seseorang poerempuan ataa lelaki yang ada b\dbu-gan dengan-ya

melalu-pe-yusund-m,h (")
kcldnr-ldan peny atau lelaki e
itu tetap b in d olch schab nasab atau
pertalian kahwin.

(4) Thada scscorang lelaki boleh mempunyai dua isteri pada
mmmimmwmmmmsmm I
lain IS atau dan p !




() jika perempuan ity mencuaikan At menganiy Kanak -
hanak it

$4. Lamanya penjagaan.

(1) Hak hadinah bagi menjaga seseorang kanak-kanak adalah
tamat setelah kanak-kanak itu mencapai umue twjuh tahun, jika
kanak-kanak tru lelaki, dan umur sembilan tahun, jika kanak-
kanak itu perempuan, tetapi Mahkamah boleh, atas permohonan
hadinah, membenarkan dia menjaga kanak-kanak itu sehingga
kanak-kanak iy mencapai umur sembilan tahun, jika kanak-
kanak itu lelaki, dan umur sebelas tahun, jika kanak-kanak ]

perempuan.

(2) Setelah tamatnya hak hadinah, penjagaan adalah wrun
kepada bapa, dan jika kanak-kanak it telah mencapai umur
kecerdikan (mumaiyiz), maka kanak-Kanak itu adalah bechak
memilih untuk tinggal dengan sama ada ibu atau bapaaya,
melainkan jika Mahkamah memerintahkan selainnya,

#5. Penjagaan anak-anak tak sahtaraf.

Penjagaan kanak-kanak tak sahtacaf adalah semata-mata pada
ibu dan saudara mara ibu.

86. Kuasa Mahkamah membuat perintah mengenai
penjagaan. :

(1) Walau apa pun peruntukan seksyen 81, Mahkamah boleh
pada bila-bila masa dengan perintah memilih untuk meletakkan
seseorang kanak-kanak dalam jagaan. salah seorang daripada
orang-orang yang tersebut di dalam seksyen itu atau, jika ada
hal keadaan yang luar biasa yang menyebabkan tidak diingini
bagi kanak-kanak itu diamanahkan kepada salah scorang daripada
orang-orang itu, Mahkamah boleh dengan perintah meletakkan
kanak-kanak itu dalam jagaan mana-mana orang lain atau mana-
mana persatuan yang tujuan-tujuannya adalah termasuk kebajikan
kanak-kanak.

2) Untuk memutuskan dalam jagaan iapakah seseorang kanak-
kanak patut diletakkan, pertimbangan yang utama ialah kebajikan
kanak-kanak itu dan, tertakluk kepada pertimbangan itu,
Mahkamah hendaklah metberi perhatian kepada—

(a) kemahuan-kemahuan ibu bapa kanak-kanak itu; dan

53
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Anak Tak Sah Taraf (2003)

Keputusan:

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal
Ugama Islam Malaysia Kali Ke-57 yang bersidang pada 10 Jun 2003
telah membincangkan mengenai Anak Tak Sah Taraf. Muzakarah telah
memutuskan seperti berikut:

HYINVAS
NYQ
IVIS0S

a.  Anak Tak Sah Taraf ialah:

206

BAR 10
SOSIAL DAN SYARIAN

i.  Anak yang dilahirkan di luar nikah sama ada akibat zina
atau rogol dan dia bukan daripada persetubuhan syubhah
atau bukan daripada anak perhambaan.

il.  Anak dilahirkan kurang dari 6 bulan 2 lahzah (saat)
mengikut Takwim Qamariah daripada tarikh tamkin
(setubuh).

b.  Anak tak sah taraf tidak boleh dinasabkan kepada lelaki yang
menyebabkan kelahirannya atau kepada sesiapa yang mengaku
menjadi bapa kepada anak tersebut. Oleh itu mereka tidak boleh
pusaka mempusakai, tidak menjadi mahram dan tidak boleh
menjadi wali.

n Penamaan Anak Tak Sah Taraf (Anak Luar Nikah) (1981)

Keputusan:

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal
Ugama Islam Malaysia Kali Ke-1 yang bersidang pada 28-29 Januari 1981
telah membincangkan PERAMaAN Anak Tak Sah Taraf (Anak Luar Nikah).
Muzakarah telah memutuskan bahawa anak zina atau anak di luar nikah
(anak tak sah taraf) sama ada diikuti dengan perkahwinan kedua pasangan
ibu bapanya atau tidak hendaklah dibin atau dibintikan kepada Abdullah.
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